PELAKSANAAN AKUNTABILATAS PENGELOLAAN ALOKASI

DANA DESA DI DESA SENDAYAN KECAMATAN 







1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan  otonomi 
yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai 
kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus 
mengoptimalkan  pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan 
masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah 
Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberikan 
tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan 
daerah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan Desa adalah kesatuan 
masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  asal 
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem  
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fokus Media, 2008: 86). 
Otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepala desa dapat diberikan tugas 
ataupun pendelegasian  dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 
Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan 
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masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas 
pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
kabupaten/kota, bagian dari perimbangan  keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk 
mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 
sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun 
demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus 
dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya 
adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini 
kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan 
dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. 
Kenyataan yang demikiandisebabkan oleh empat faktor utama. Pertama: desa 
memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung 
pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa 
rendah. Ketiga:rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan 
pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, 
tetapi tidak dikelola oleh desa. 
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa 
termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban 
merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan 
tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah termasuk didalamnyapemerintah desa menganut prinsip 
money follows function yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi 
pemerintahan menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting 
untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. 
Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus 
disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi 
fiskal didaerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara 
kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). 
Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Desa pada 
tahun 2016 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
Kampar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, dimana disebutkan tujuan 
dilaksanakannya ADD diKabupaten Kampar adalah :  
a. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka 
mengoptimalkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desadan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 
b. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa dalam 
rangka mengoptimalkan dan mendukung kewenangan lembaga 
kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; 
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c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan 
berpartisipasi dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa 
d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan  
e. Meningkatkan kemandirian desa 
Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab 
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016  tentang Pedoman Pelaksanaan 
Alokasi DanaDesa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar 
didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil 
musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke 
dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa 
secara berjenjang kepadaTim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi 
Tingkat Kabupaten.  
Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun 
tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga 
prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu 
Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2016 tersebut menetapkan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakansecara berjenjang, 
mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten untuk Tingkat Desa 
yaitu bahwa Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan bulanan 
penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana 
dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, disamping itu pada setiap 
tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Desa wajib menyampaikan laporan 
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kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada 
Tim Fasilitasi Kecamatan.  
 Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 
Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan DesaBerdasarkan Peraturan Bupati 
Nomor 8 tahun 2016, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten 
Kampar dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Asas 
merata ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD sama besarnya untuk 
setiapdesa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM). 
Sedangkan asas adil ditempuh dengan mengalokasikan bagian ADD secara 
proporsional berdasarkan variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, 
keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, jumlah 
dusun, dan jumlah aparat pemerintah desa.  
Agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, 
demokratis dan amanah. Pemerintahan yang berakuntabilitas publik 
berartipemerintahan yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala 
kegiatan yang diamanatkan oleh masyarakat, seperti yang tertuang pada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
yaitu Pasal 75 tentang Pengelolaan menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah 
pemegang kekuasaan pengelolaan desa dan dalam melaksanakan 
kekuasaannya Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan kepada perangkat desa, sebagaimana sesuai Firman Allah SWT 
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dalam QS Al Maidah ayat 67 yang berbunyi : “Hai Rasul sampaikanlah apa 
yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan (apa yang 
diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanan-Nya”. Dalam 
ayat tersebut, tersirat bahwa pengelola ADD harus memegang teguh aturan 
Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, 
menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan 
loyalitas yang tinggi. 
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu 
sifat dan sikap pengelola ADD yaitu Amanah, sesuai dengan Firman Allah 
dalam QS An Nisa’ ayat 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. Dalam ayat 
tersebut tersirat bahwa pengelola ADD harus dapat dipercaya dalam 
mengelola ADD. 
Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu daerah 
otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan 
berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan 
yang bersih. Wujud nyata Desa SendayanKecamatan Kampar Utara dalam 
membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus 
berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan 
untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. 
Penelitian pengelolaan Alokasi DanaDesa di Desa SendayanKecamatan 
Kampar Utara ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang 
dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan 
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prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga 
pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan 
dipertanggunggugatkan sesuai dasar hukum dana desa berikut: 
Gambar 1.1  


















Sumber Data :Depkeu.go.id, 2017 
 
 PP 43/2014 
Tentang Peratura Pelaksana 
UU 6/2014 








 PP 60/2014 tentang Dana  
Desa Bersumber dari APBN 
43/2014 
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Dari gambar 1.1 di atas diketahui bahwa Permendes No. 21 Tahun 2015 
tentang Penetapan prioritas Penggunaan dandes 2016 dan Permendes ini dapat 
digunakan untuk pedoman penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 
di desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, untuk 
pembagian Alokasi DanaDesa tahun 2016 dalam masa 1 tahun sebesar Rp. 
360.240.000.00. berdasarkan Peraturan Desa Sendayan Nomor 04 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam pengelolaan 
penggunaan dana yang bersumber ADD yang telah terlaksana dengan 
beberapa kegiatan operasional desa dengan beberapa catatan kegiatan yaitu : 
Tabel 1.1 
Rencana Anggaran Kegiatan Desa Sendayan 
Menggunakan  ADD    Tahun 2016 
No Uraian Jumlah (Rp) 
1. Kegiatan Kantor Desa 148.200.000 
2. Belanja Air, Listrik, Fax/Internet 3.200.000. 
3. Belanja ATK 6.502.600 
4. Belanja alat kebersihan   2.250.000 
5. Belanja benda Pos dan Materai  600.000 
6. Belanja Alat Listrik 1.607.900 
7. Belanja Fotocopy 10.120.500 
8. Belanja Pakaian Dinas 5.500.000 
9. Perjalanan Kepala Desa 7.000.000 
10. Perjalanan Aparatur Desa 3.000.000 
11. Belanja Pengadaan Alat Ukur 1.250.000 
12. Belanja Peralatan Kantor 23.934.000 
13. Belanja Alat Rumah Tangga 920.000 
14. Tunjangan BPD 31.000.000 
15. Insentif rt/rw 72.000.000 
16 Pembangunan Desa 3.920.000 
17. Honor Tim Panitia 4.350.000 
18. Semenisasi dsn III Teratak Padang 107 M 40.350.000 
19. Semenisasi dsn IV Teratak Padang 310 M 116.280.000 
20. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban 3.600.000 
21. Pembinaan Pemuda dan Olahraga 4.000.000 
22. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK 4.000.000 
23 Pelatihan Kepdesa dan Perangkat Desa 4.000.000 
24 Kegiatan LPM 4.000.000 
 Jumlah 501.585.000 
Sumber : Hasil Olahan Data ADD Tahun 2016 
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Dari table di atas, dapat dilihat bahwa dana ADD untuk 1 Tahun 
kurang, disebabkan jumlah dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jumlah 
ADD yang diperoleh desa Sendayan, hal ini disebabkan dan yang dikeluarkan 
untuk insentif rt/rw dianggap terlalu besar, karena tidak sesuai dengan 
anggaran yang tersedia, sehingga pemerintah desa melaksanakan kegiatan 
operasional desa dibantu dengan pembiayaan dari DDS (Dana Desa), Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah (PBP), Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah(PHB). 
Untuk beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan laporan 
kegiatan tidak semuanya bersumber dari ADD melainkan DDS, PBP, PHB 
desa, namun catatan laporan keuangan disatukan dengan laporan Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) dari ADD, laporan kegiatan ini dapat dilihat dari 




Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Sendayan Tahun     
Anggaran 2016 
 







Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Waktu Pelaksanaan  12 Bulan 
Lokasi Desa Sendayan 
Sumber Dana  ADD 
Output/Keluaran Lancarnya Kegiatan Kantor Desa 
Jumlah Dana 148.200.000.00,- 




1. Peningkatan Pelayanan                           Target Kinerja 
2. Bidang Penyelenggara Pemdes                                100% 
Jumlah Dana                                             Rp. 148.200.000.00,- 
Kelompok Sasaran 
kegiatan 
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD 






Volume Harga Satuan  
3 4 5 
5. Belanja      148.200.000.00,- 
5.1.1 Belanja Pegawai   148.200.000.00 
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa 
    124.800.000.00.- 
 01. Kepala Desa      
02. Sekdes Non PNS 
03. Kaur 4 orang 

























5.1.1.04. Tunjangan Kepdesa dan 
Perangkat desa 
01. Tunjangan Kepdesa 
02. Tunjangan Sekdes 
03. Tunjangan Kaur desa 
04. Tunjangan Kadus desa 
05. Tunjangan Bendahara desa 
06. Tunjangan Koordinator 
PTPKD 



























  400.000.00.- 




5.1.1.10. Tunjangan Pengelola Aset dan 
Keuangan Desa 
01. Pemegang Kas 
Desa/Pengguna Anggaran 
02. Ketua PTPKD 
03. Anggota PTPKD 
 
 















   .600.000.00.- 
 Jumlah (Rp)   148.200.000.00.- 
Sumber : Dokumen dan Arsip Desa Sendayan, Tahun 2016 
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Tabel diatas menunjukkan salah satu Rencana Penggunaan Dana (RPD) 
yang digunakan dalam Program Belanja Aparatur Pemerintahan Desa untuk 
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dengan jumlah dana yang 
digunakan sebesar Rp. 148.200.000.00.-. Pengelolaan dan Penggunaan ADD 
sebesar Rp. 148.200.000.00.- dianggap terlalu berlebihan hanya untuk 
pengeluaran pembayaran penghasilan dan tunjangan perangkat desa, karena 
pengeluaran atau output yang besar dianggap masyarakat merupakan suatu 
pemborosan, karena dinilai terlalu besar. 
Permasalahan lain yang muncul adalah masih terdapatnya laporan 
pembukuan yang disatukan antara ADD dengan PBH (Pendapatan Bagi Hasil) 





Pemerintan Desa Sendayan Rancana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 
Anggaran 2016 
 








Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Operasional Kantor Desa 
Waktu Pelaksanaan  12 Bulan 
Lokasi Desa Sendayan 
Sumber Dana  ADD 
Output/Keluaran Operasional Kantor Desa 
Jumlah Dana Rp.  81.618.750.00.- 




1. Peningkatan Pelayanan                                 Target Kinerja 
2. Bidang Penyelenggara Pemdes                                100% 




Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD 







Volume Harga Satuan  




Belanja Barang dan Jasa 
  81.618.750.00.- 
55.514.750.00.- 
5.1.2.01. Belanja listrik, air, telepon, 
Fax/internet 
    3.200.000.00.- 
5.1.2.02. Belanja Alat Tulis Kantor 
 Fotocopy            PBH 
    6.507.600.00.- 
5.1.2.03. Belanja Alat Kebersihan dan 
Bahan Pembersih 
   2.250.000.00.- 
5.1.2.04. Belanja Benda Pos dan Materai       600.000.00- 
5.1.2.05. Belanja Alat 
Listrik/Battery/Lampu 
   
  1.607.900.00.- 
5.1.2.06 Belanja Fotocopy, cetak dan 
penggandaan 
   10.300.400.00.- 
5.1.2.08. Belanja pakaian dinas dan 
atributnya 
    5.500.000.00.- 
5.1.2.09. Belanja bahan praktek dan 
pelatihan 
  PBH 
   1.608.750.00.- 
5.1.2.16. Belanja perjalanan Dinas 
*PBH 
  23.940.000.00.- 
5.1.3 Belanja Modal   26.104.000.00.- 





   1.250.000.00.- 
 
1.250.000.00.- 
    250.000.00.- 
1.000.000.00- 
5.1.3.14. Belanja Modal Pengadaan 
Peralatan Kantor 
   
23.934.000.00.- 
5.1.3.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-
alat Rumah Tangga 
      920.000.00.- 
 Jumlah (Rp)   81.618.750.00.- 
Sumber : Dokumen dan Arsip Desa Sendayan, Tahun 2016 
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Dari table di atas, dapat di lihat laporan keuangan atau pembukuan yang 
dilakukan oleh perangkat desa tentang penggunaan dana ADD disamakan atau 
disatukan dengan PBH, hal ini terlihat dari data belanja perjalanan dinas, 
belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja alat tulis kantor, dari table juga 
data dilihat terdapat dua penggelembungan dana yaitu pada belanja pengadaan 
alat-alat ukur pada poin 01 sebesar Rp. 1.250.000.00.-, karena tidak ada data 
atau kosong tidak ada nama barang untuk apa dana tersebut dikeluarkan. 
Tabel 1.4 
Pemerintan Desa Sendayan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 
Anggaran 2016 
 







Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Pembangunan Jalan Desa 
Waktu Pelaksanaan  6 Bulan 
Lokasi Desa Sendayan 
Sumber Dana  ADD, DDS, PBP 
Output/Keluaran Lancarnya Transportasi Masyarakat 
Jumlah Dana Rp.  696.758.000.00.- 




1. Peningkatan Pelayanan                                 Target Kinerja 
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pemdes100% 
Jumlah Dana                                             Rp.   696.758.000.00.- 
Kelompok Sasaran 
kegiatan 
Pembangunan Jalan Desa 
Rincian Rencana Penggunaan Dana ADD 







Volume Harga Satuan  




Belanja Barang dan Jasa 
  696.758.000.00.- 
    4.350.000.00.- 
5.1.2.14. Belanja Honorarium Tim 
Panitia  (ADD) 
6 bulan    
5.1.3 Belanja Modal   692.408.000.00.- 
5.1.3..26 Belanja Modal Pengadaan 
Bangunan Lainnya 
(DDS/ADD/PBP) 
   
641.896.000.00.- 
 Jumlah   696.758.000.00.- 
Sumber : Dokumen dan Arsip Desa Sendayan, Tahun 2016 
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Dari table di atas, didapati pembiayaan desa tidak sepenuhnya berasal 
dari dana ADD saja, tetapi dibiayai oleh pendapatan desa lainnya, hal ini 
disebabkan kurang akuntabilitasnya perangkat desa untuk mengelola dana desa 
dengan baik, selain itu kurang ikut sertanya masyarakat mengambil keputusan 
tentang kegiatan apa saja yang akan dilakukan dengan dana ADD tersebut, dari 
kucuran dana ADD tahap 1 untuk selanjutnya ke tahap 2 menunggu waktu 
yang lama, karena pertanggungjawaban dana ADD tahap 1 belum selesai 
dikerjakan, kurangnya perencanaan pengelolaan ADD karena sumber daya 
manusia yang kurang memadai baik dari segi ketrampilan atau skill maupun 
pengetahuan untuk pengelolaan anggaran, sehingga akuntabilitas tidak akan 
tercapau dengan baik, selain itu kurang transparannya pengelolaan anggaran 
menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam 
setiap kebijakan dari kepala desa dan kurangnya daya tanggap dari pemerintah 
desa atas saran dan kritikan dari mssyarakat. 
Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa  sehingga pelaksanaan Alokasi dana Desa belum optimal, 
adanya keterlambatan pelaksanaan Alokasi Dana Khusus serta lemahnya 
pengawasan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sera penyerapan kemampuan 
aparatur yang rendah. Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya sesuai dengan 
kebutuhan desa dan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa belum 
sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis atau Juklak Alokasi Dana Desa. 
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Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 
mencoba membahasnya kedalam skripsi dengan judul “PELAKSANAAN 
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Di DESA 
SENDAYAN KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN 
KAMPAR”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Bertitiktolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di 
Desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar ?  
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat  pelaksanaan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sendayan Kecamatan Kampar 
Utara kabupaten Kampar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 
tujuan penelitian ini adalah : 
1.  Untuk mengetahui pelaksanaana kuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana 
Desa di desa Sendayan Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.  
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Sendayan Kecamatan Kampar 




1.4 Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan 
praktisi, yaitu antara lain:  
1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu 
administrasi negara, khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa;  
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah 
Kabupaten Kampar khususnya desa Sendayan dalam meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan ADD.  
1.5 Sistematika Penulisan 
 Untuk memberikan gambar secara umum dari penulisan ini, penulis 
membagi kedalam VI bab. Dimana setiap bab, bab terdiri dari sub  bab, yaitu 
sebagai berikut: 












Dalam bab ini di uraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Dan Sistematika 
Penulisan  
LANDASAN TEORI  
Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku 
dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis  
METODOLOGI PENELITIAN  
Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian , jenis,data, 
populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 








GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
Dalam bab ini berisikan tentang geografi Desa Sendayan Kecamatan 
Kampar utara.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini akan membahas hasil penelitian yang dilakukan penulis.  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari berbagai pembahasan di atas maka pada bab ini penulis 
menyajikan kesimpulan data dan saran yang dianggap perlu. 
 
 
 
